PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jend. Soeharto No. 50 Telp. ( 0387 ) - 61213

WAINGAPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : PEND. 420 / 1.106 /III / 2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL [ PAUDNI ]
PADA KELOMPOK BERMAIN ( KOBER )” KARMEL KIDS ”
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

:a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan
Pend:dxkan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta
{ kese;ahteraan dan keadilan dalam kehidupan
masyara sa dan bernegara dipandang perlu
me.lakukan strategl serta mendukamg keberadaan Taman Penitipan
anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis
{smy ‘kedalam seluruh preses pembangunan.
bahwa dalam upaya ‘menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan
WNMSBT&MMWMM&MM
)ini eraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun




Memperhatikan :

Menetapkan :

Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pcngaﬂgkatan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 }PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga; .
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndoncsEa
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kera
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun
2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Surat Permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan Kelompok
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ KARMEL KIDS ” Nomor:
01/PAUD/KK/1/ST/2018 Tanggal, 18 Januari 2018, Peripal
Permohonan Perpanjangan SK ljin Operasional dan Pergantian
Pendidik

Anak Usia Dini ( PAUDNI ) Kepada :
Nama Lembaga/Paud : “KARMEL KIDS”
Nt : : ,




L.

Penyelenggara/ pengelola :

Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang
diselenggarakan , masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga
dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
ditentukan kemudian.

3.  Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang

ditentukan.
Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditctapkan
dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kemball, jika ternyata
terdapat kekelirunan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 15 Maret 2018
Knpala Dinas Pendidikan




